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DIY MULAI TERAPKAN SANKSI PIDANA BAGI PELANGGAR PROKES

Bidik Perorangan, Pelaku Usaha Hingga Perkantoran

YOGYA (MERAPI)

- Pemerintah Daerah

Istimewa Yogyakarta menerapkan sanksi pidana bagi
setiap orang yang diketahui dua kali melanggar pro-
tokol kesehatan di provinsi ini mulai Kamis (10/3).
Sanksi pidana itu berlandaskan Peraturan Daerah
DIY Nomor 2 Tahun 2022 yang menyasar peroran-
gan, pelaku usaha hingga lingkungan perkantoran.

"Untuk sanksi pertama ada
pilihannya, teguran lisan,
denda administratif, atau
kerja sosial. Kalau sudah ke-
na (sanksi) sekali yang ke-
duanya langsung kita ma-
sukkan pengadilan,” kata
Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP) DIY Noviar
Rahmad saat dihubungi di
Yogyakarta, Rabu (9/3).

Noviar mengatakan selain
berlaku untuk penduduk DIY,
sanksi itu berlaku untuk
wisatawan atau pengunjung
yang ditemukan melanggar
prokes. "Sdma saja. Baik pen-
duduk luar maupun pen-
duduk DIY kalau nanti kete-
mu (melanggar prokes) di
Yogyakarta ya tetap diberi
sanksi," ujarnya seperti dilan-
sir dari Antara.

Untuk menegakkan aturan
itu, kata dia, Satpol PP DIY
akan mengerahkan 140 per-
sonel Satpol PP DIY setiap
hari. "Sesuai ketentuan perda

bahan kasus penularan Co-
vid-19 di DIY yang masih
tinggi disebabkan karena pe-
nerapan protokol kesehatan
masyarakat masih rendah. Ia
berharap setelah Perda No-
mor 2 Tahun 2022 tentang
Penanggulangan Corona
Virus Disease 2019 ditegak-
kan, maka kasus Covid-19 di
DIY bisa segera melandai dan
status PPKM yang kini pada
level 4 bisa segera turun.
"Dengan kami lebih ketat
melakukan penegakan, tentu
saja prokes akan lebih ketat
dan penularan akan berku-
rang sehingga level (PPKM)
turun," paparnya.
Pelanggaran prokes yang
dimaksud, katanya, antara
lain tidak memakai masker
dan tidak menjaga jarak. Hal
itu juga menyangkut perusa-
haan yang tidak menyedia-
kan fasilitas tempat cuci ta-
ngan, tidak mengecek suhu
badan  seluruh pekerja

ngunjung menggunakan mas-
ker, tidak mewajibkan menja-
ga jarak, dan tidak mengopti-
malkan penggunaan aplikasi
Peduli Lindungi secara kon-
sisten.

"Pada Pasal 50 dan Pasal
51 Perda tersebut mengatur
mengenai sanksi administra-
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Petugas. memberhentikan pengguna ]alan yang tidak mengenakan masker saat razia masker di
Pasar Kranggan Yogyakarta, Selasa (418/2020) silam.

ke asal pemberangkatan,
dan/atau kerja sosial," jelas-
nya.

Pelaku usaha atau pimpin-
an perkantoran yang melang-
gar prokes mendapat sanksi
teguran lisan/tertulis, denda
administratif, pembubaran
kegiatan, penghentian se-

Sedangkan sanksi pidana
diatur pada Pasal 54 dan 55
. yang menyebutkan bahwa se-
tiap orang atau pelaku usaha
atau pimpinan perkantoran
yang telah mendapat sanksi
administratif namun tetap
melakukan pelanggaran dipi-
dana dengan pidana kurung-

mulai besok kita lakukan dan/atau pengunjung yang lifbagi pelanggar perorangan mentara kegiatan, pembe- ‘an paling lama enam bulan
(penegakan)," ujar Noviar. datang, tidak mewajibkan se-  berupa teguran lisan/tertulis, kuan sementara izin, dan/ atau denda paling banyak Rp
Menurut Noviar, penam- tiap pekerja dan/atau pe- Pembinaan, perintah kembali ~ atau pencabutan izin. 50 juta. )-d
Instansi Nilal Berita Sifat Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan Netral Segera Untuk Diketahui

2. Sat Pol PP

Y ogyakarta, 26 Juni 2026

Kepala

lg. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Halaman: 2



mailto:upik@jogjakota.go.id
http://www.jogjakota.go.id
http://www.tcpdf.org

